





A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya Allah menciptakan manusia bukan tanpa alasan 
melainkan memiliki tujuan untuk menjadi khalifah dimuka bumi dan 
senantiasa beribadah kepada Allah Swt. Menjadi khalifah bukan berarti hanya 
menjadi seorang pemimpin untuk khalayak banyak akan tetapi menjadi 
pemimpin untuk dirinya sendiri agar senantiasa menahan hawa nafsu dan 
melewati hiruk piuk dunia yang hanya sementara. Dan lagi beribadah bukan 
hanya perkara-perkara wajib seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah lain yang 
hanya dilakukan oleh diri sendiri dan hanya untuk diri sendiri.  
Tetapi, sebagai makhluk sosial kita harus mampu bersosialisasi dengan 
siapapun, kepada siapapun dan dimanapun dengan niat serta harapan agar 
setiap hal yang dilakukan bernilai ibadah sehingga dapat mencapai tujuan 
tersebut. Manusia memiliki karakter saling membutuhkan maka dari itu 
manusia harus saling bahu-membahu, saling tolong menolong, saling berbagi 
dan saling bekerjasama dalam menjalankan kehidupannya. Karena pada 
hakikatnya, tidak akan ada orang kaya jika tidak ada orang miskin, tidak akan 
ada orang pandai jika tidak ada orang bodoh, tidak akan ada orang yang sukses 
jika tidak ada orang yang lemah.  
Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi tersebut mengajarkan 
kita sebagai umat manusia untuk saling tolong-menolong, menghargai, dan 
menghormati seksamanya. Karena tanpa hal tersebut, orang kaya tidak akan 
memerlukan orang miskin, orang pandai tidak akan memerlukan orang bodoh 
dan orang sukses tidak akan maju tanpa adanya orang yang lemah. Hal tersebut 
mengisyaratkan dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat  hak yang 




     




Dengan karakter yang dimilikinya manusia disebut sebagai makhluk 
ekonomis yakni manusia yang dalam menjalankan kehidupanya tidak lepas 
dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu, Islam 
mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dalam lingkup kajian 
ilmu Fiqih Muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang 
mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat 
duniawi. Dalam menjalankan kehidupan, tentunya manusia tidak akan luput 
dari yang namanya kesulitan, kesusahan atau ketidakmampuan dalam 
memenuhi kebutuhannya.  
Dengan kondisi yang demikian terkadang mereka terpaksa harus 
berhutang kepada orang yang dapat dikatakan mampu untuk membantunya 
dengan cara meninjamkan sedikit harta ataupun barangnya dengan niat untuk 
menolong seksamanya. Karena dengan pertolongan berupa pinjaman tersebut 
akan bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Swt. Sebagaimana dalam 




ُط ُ ُ يَْقبُِض َويَْبص  َ قَْرًضا َحَسنًا فَيُٰضِعفَٗه لَٗهٓٗ اَْضعَافًا َكثِْيَرةً َۗوّٰللاه َواِلَْيِه َمْن ذَا الَِّذْي يُْقِرُض ّٰللاه
 تُْرَجعُْونَ 
 
 Artinya : “Barangsiapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat 
gandakan pembayaran kepdanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu 
dikembalikan.”  
 Allah memberi pesan melalui ayat tersebut bahwa siapa saja yang 
memberikan bantuan berupa pinjaman baik berwujud benda ataupun barang di 
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jalan Allah, maka Allah kan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki 
yang melimpah. Oleh karena itu, disunnahkan bahkan diwajibkan bagi semua 
orang, baik itu perorangan ataupun kelompok (lembaga) untuk memberikan 
pinjaman. Salah satunya adalah dengan cara memberikan pinjaman uang atau 
utang piutang kepada orang yang membutuhkan.
2
 Istilah pinjam-meminjam 
dalam Fiqih Muamalah disebut dengan al-Qardh yang secara bahasa berarti 
sebagian, karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik 
pihak yang memberi pinjaman.  
 Sedangkan secara istilah Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-
Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, menjaelaskan bahwa yang dimaksud 
al-Qardh ialah suatu (Akad yang mengakibatkan) berpindahnya kepemilikan 
barang kepada pihak lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa 
imbalan.
3
Al-Qardh ini termasuk kedalam jenis akad tabarru’ yakni perjanjian 
yang menyangkut non- for profit. Yang pada hakikatnya transaksi ini bukan 
transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersiil. Akad tabarru’ ini 
biasanya dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat 
kebaikan.  
 Sehingga para pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak 
mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Karena imbalan yang 
diperoleh dari akad tabarru’ ini adalah imbalan langsung dari Allah Swt. 
Bukan dari seksama manusia. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut hanya 
boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat 
melakukan akad tabarru’ tersebut. Dengan catatan tidak boleh sedikitpun 
mengambil laba dari akad tabarru’ tersebut. Namun pada kenyataannya, 
penggunaan akad tabarru’ ini sering sangat vital dalam transaksi komersiil, 
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 Hutang-piutang yang juga dikenal dengan istilah kredit ini biasa 
digunakan masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai 
metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Metode tersebut berlandaskan 
tolong-menolong antar seksamanya. Istilah kredit tersebut lebih banyak 
digunakan masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak 
dibayar secara tunai. Tidak akan menjadi suatu masalah, jika praktek pinjam-
meminjam yang dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Hukum Islam 
dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Akan tetapi, pada 
kenyataannya dalam pelaksanaan atau prakteknya dimasyarakat itu berlainan 
atau bertentangan dari apa yang disyariatkan dalam hukum Islam. 
  Praktek seperti itu yang sedang marak terjadi di masyarakat, dan 
mereka menyebutnya dengan pinjam-meninjam dengan sistem bunga atau 
hukum Islam menyebutnya dengan Riba. Dan Riba dalam islam itu sangat 
dilarang atau sudah sangat jelas haram hukumnya. Karena bagi umat Islam 
khususnya, dalam bermuamalah yang berbentuk apapun itu termasuk praktek 
pinjam-meminjam sangat sensitif jika tidak sesuai dengan prinsip dan hukum  
yang sudah disyariatkan dalam Islam. Tentunya, bukan hanya berkaitan dengan 
keimanan seseorang. Tetapi juga berkaitan dengan kemaslahatan, karena setiap 
hukum yang Allah turunkan lagi-lagi bukan tanpa alasan melainkan terdapat 
berbagai alasan yang sejatinya adalah untuk kemaslahatan umatnya. 
 Alasan mengapa syariat Islam melarang keras praktek praktek riba 
dalam segala aspek muamalah adalah karena riba dapat menyebabkan 
terzaliminya salah satu pihak dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
tersebut, baik berupa pinjaman atau transaksi lainnya. Ada beberapa pendapat 
yang menjelaskan mengenai riba, namun secara umum dapat dikatakan bahwa 
riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 
pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah 
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dalam Islam.
5
 Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah 
pinjaman saat pengembalian beradasarkan persentase tertentu dari jumlah 
pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. 
Berkaitan dengan hal tersebut Allah mengingatkan dalam firmannya QS. Al 
Imran (3) ayat 130 : 
 
َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْونَ ٰيٓٗاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل تَأُْكلُ  اتَّقُوا ّٰللاه ٰضعَفَةً ُۖوَّ ا اَْضعَافًا مُّ ٰبوٓٗ ۚ  وا الر ِ  
 
Artinya :“Orang-orang  yang beriman dilarang memakan riba dengan 
berlipat ganda, dan bertawakalah kepada Allah agar kalian beruntung.”Ayat 
ini menginformasikan mengenai larangan riba bagi umat Islam untuk 
mengonsumsi dan/atau melakukan riba yang berupa tambahan atas harta yang 
bersifat berlipat-lipat (berlipat ganda).” 
Praktek lembaga finansial  informal  yang sedang trend terkenal di 
masyarakat luas saat ini yaitu praktek pinjam-meminjam pada salah satu 
lembaga permodalan bernama PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani 
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Masyarakat Kampung Sukahurip 
Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis menyebutnya dengan 
Istilah Bank Emok, yakni lembaga pemberian pinjaman modal usaha milik 
perorangan.  PNM Mekaar dianggap menjadi salah satu pilihan bagi 
masyarakat yang ekonominya berada di lapisan menengah kebawah untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal usaha ataupun dalam 
pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. 
 Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, meminjam pada Bank 
Konvensional ataupun Bank Syariah adalah suatu hal yang rumit. Hal ini 
dikarenakan  banyak dari bank-bank tersebut yang cenderung menyeleksi para 
calon nasabahnya dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti pekerjaan yang 
stabil, penghasilan yang cukup, jaminan (berupa harta yang bernilai) dan 
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kriteria-kriteria lainnya yang membuat masyarakat tersebut tidak termasuk 
kriteria orang yang dibolehkan mendapat pinjaman. 
Namun disisi lain, masyarakat sangat membutuhkan bantuan jasa 
pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, dengan 
segala kemudahan yang ditawarkan oleh pihak PNM Mekaar menjadi solusi 
tersendiri bagi mereka saat mengadapi masalah keuangan. Kemudahan yang 
ditawarkan tersebut diantaranya ialah: Pada prosesnya, meminjam uang kepada 
PNM Mekaar dianggap lebih mudah dan sederhana. Hanya dengan 
memberikan fotocopy KTP seseorang bisa meminjam uang dan cair saat itu 
juga; kemudian untuk menjadi nasabah dari lembaga tersebut tidak seperti 
Bank besar lainnya (Bank Konvensional ataupun Bank Syariah) yang 
menawarkan pinjaman dengan jumlah besar, di PNM Mekaar ini masyarakat 
dapat memberikan pinjaman dalam jumlah berapapun bahkan untuk kisaran 
ratusan ribu rupiah; terlebih lagi PNM Mekaar dianggap lebih memudahkan 
calon nasabahnya dengan cara pihak PNM Mekaar sendiri yang mendatangi 
pihak nasabah secara rutin dalam waktu satu minggu sekali.  
Tentu dengan kelebihannya ini banyak masyarakat yang tergoda untuk 
meminjam uang dari mereka.
6
 Menurut peneliti sistem yang digunakan PNM 
Mekaar terindikasi pada praktik riba. Karena praktinya adalah meninjamkan 
uang dengan perjanjian yang melebihkan pembayarannya.
7
Hal tersebut 
membuktikan bahwa pada praktek tersebut terkandung unsur Riba yang 
diharamkan dalam Islam, dan lagi  yang menjadi titik permasalahannya adalah 
riba yang diterapkan lembaga permodalan tersebut bukanlah riba yang sedikit. 
Dalam artian riba yang diterapkan disini adalah riba yang nilainya sangat tinggi 
melebihi riba yang diterapkan oleh Bank Besar seperti Bank Konvensional.  
PNM Mekaar juga bertujuan  menyalurkan pinjamannya kepada suatu 
kelompok tidak perorangan, dalam setiap kelompoknya terdiri dari 7 orang 
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atau lebih. Tujuan awalnya adalah memberikan pinjaman kepada kelompok 
usaha. Namun pada kenyataannya, itu hanya formalitas saja faktanya lembaga 
permodalan tersebut dapat memberikan pinjaman atau mencari calon nasabah 
pada siapapun yang targetnya adalah ibu-ibu untuk kebutuhan konsumtif.  
PNM Mekaar akan menyalurkan pinjaman belasan hingga puluhan juta 
rupiah kepada kelompok tersebut yang pembagiannya beda-beda tergantung 
kesepakatan dari kelompok tersebut. Namun, ada hal lain yang juga menjadi 
suatu permasalahan dari pinjaman ini adalah sistem pembayaran yang 
dilakukan secara tanggung renteng, dalam artian ketika ada satu atau beberapa 




Pada akhirnya, kehadiran jasa PNM Mekaar tersebut dirasa sangat 
meresahakan warga, dan hal tersebut sangat dirasakan baik oleh ibu-ibu yang 
sudah menjadi nasabah ataupun tidak.  Bahkan pemerintah setempat seperti 
Kepala Dusun, Aparat Desa serta tokoh-tokoh masyarakat pun sering 
menghimbau agar warga Desa Talagasari khususnya Kampung Sukahurip tidak 
turut serta menjadi nasabah dari PMN Mekaar tersebut. Mereka pun memberi 
solusi untuk meminjam dari Bank-Bank Formal yang sudah jelas Legal secara 
hukum seperti Bank Konvensional dan Bank Syariah. Ataupun pada pinjaman 
yang ditawarkan pihak desa dari program BUMDES.  Dan lagi, kita sebagai 
masyarakat muslim seharusnya sudah mengerti akan hal ini.  
Dari permasalah tersebut, sudah sangat jelas bahwa praktek pinjam-
meminjam pada lembaga permodalan bernama PNM Mekaar tersebut tidak 
dibolehkan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah dengan dalil QS. Al 
Imran ayat 130 dan juga status hukum dalam hukum positif pun masih 
dikatakan ilegal, karena belum memiliki payung hukum yang menaungi 
permasalaha-permasalahan yang timbul akibat sistem pinjam-meminjam pada 
lembaga tersebut, sedangkan pada kenyataannya sudah banyak korban yang 
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terjerat dampak negatif dari transaksi tersebut dengan cara menghilangkan 
nyawanya sendiri akibat tidak sanggup membayar hutang atau tagihan. 
Permasalahan diatas menggambarkan praktek pinjam-meminjam pada 
PNM Mekaar tidak dibolehkan Hukum Islam. Akan tetapi masih banyak 
masyarakat terkhusus kaum ibu rumah tangga dengan alasan tertentu masih 
menggunakan jasa tersebut maskipun mereka mengetahui dampak negatif dari 
perbuatan tersebut. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana 
tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Transaksi yang dilakukan 
masyarakat Kampung Sukahurip kepada PNM Mekaar, Sistem apa yang 
digunakannya, apakah bunga yang diterapkannya termasuk kategori riba serta 
alasan mereka tetap memilih bertransaksi di PNM Mekaar. 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul   “Praktek 
Transaksi Pinjam-meminjam Di Permodalan Nasional Madani Membina 
Ekonomi Keluarga Sejahtera Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah ( Studi 
Kasus Kampung Sukahurip Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten 
Ciamis)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan  
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pinjaman Kredit 
Dengan Sistem Tanggung Renteng Apabila Salah Satu Anggota 
Wanprestasi? 
2. Apakah bunga yang diterapkan oleh Permodalan Nasionan Madani 
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) Termasuk Kategori 
Riba Meskipun Dengan Pinjaman Produktif? 
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kedudukan 
Pemberian Kredit Pinjaman Hanya Bagi Nasabah Perempuan? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang  tersebut, maka penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan : 
9 
 
     
1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 
Mengenai Pinjaman Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng Apabila 
Salah Satu Anggota Wanprestasi. 
2. Untuk mengetahui  apakah bunga yang diterapkan oleh Permodalan 
Nasionan Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) 
Termasuk Kategori Riba Meskipun Dengan Pinjaman Produktif. 
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kedudukan 
Pemberian Kredit Pinjaman Hanya Bagi Nasabah Perempuan. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini meliputi dua hal, yaitu 
manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana berikut : 
1. Kegunaan teoritis :  
Secara teoritis, penulis berharap agar hasil dari  penelitian ini mampu 
menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dan 
landasan teoritis bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang Hukum 
Ekonomi Syariah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah 
yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian 
selanjutnya yang terkait dengan Hukum dari pelaksanaan pinjam-
meminjam pada salah satu lembaga permodalan bernama PNM Mekaar 
yang ditujuakan untuk masyarakat luas, khususnya para mahasiswa yang 
selanjutnya akan mengadakan penelitian dalam ranah yang sama. 
2. Kegunaan praktis : 
Penulis juga berharap agar penelitian ini secara praktis juga dapat 
memberikan pemahaman dalam hal praktik pinjam-meminjam dalam 
kegiatan ekonomi Islam yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, 
memberikan gambaran mengenai akad-akad yang diatur dalam kajian ilmu 
fiqih dalam menjalankan atau mengembangkan Perekonomian yang sesuai 
dengan syariat Islam, khususnya bagi para mahasiswa jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah, para warga masyarakat Dusun Sukahurip khususnya 
yang sudah menjadi  Nasabah PNM Mekaar serta para pihak dari PNM 
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Mekaar itu sendiri untuk menambah keilmuan terutama terkait dengan 
Hukum dari Praktik Pinjam-Meminjam pada PNM Mekaar yang menjadi 
fokus penelitian.  
 
E. Studi Terdahulu 
 
Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
1 Optimalisasi Peran BMT 
Dalam Upaya Penghapusan 
Praktik Renternir. Visita 
Dwi Ayogi, Tuti Kurnia. 
(Fakultas Ekonomi, 
Universitas Djuanda, Jurnal 
Syarikah : 2014) 
1. Hasil : Salah satu peran yang harus 
dijalankan oleh BMT adalah 
menghapuskan praktik ribawi yang 
ada di masyarakat. Dalam 
menjalankan perannya itu BMT 
Amal Atina dan BMT Berkah 
Mandiri Sejahtera membebaskan 
masyarakat dari praktek Renternir, 
diantaranya dengan cara : a) 
Penyampaian program ekonomi 
syariah melalui sosialisasi. b) 
Pendekatan dengan nilai-nilai 
akidah dan akhlak. c) Memberikan 
kemudahan dalam memberikan 
pembiayaan kepada masyarakat. 
Hasil penelitian lapangan 
menyatakan bahwa jumlah 
masyarakat yang menggunakan 
jasa renterir masih banyak. Namun 
dengan setelah ditelti dalam 
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Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
penelitian ini, jumlah masyarakat 
yang  menggunakan jasa renternir  
pertahunnya mulai mengalami 
penurunan yang disebabkan oleh 
kesadaran masyarakat terhadap 
dampak yang sangat perbahaya dari 
praktek renternir tersebut dan sudah 
mulai banyak koperasi yang masuk 
diiringi dengan dukungan dari 
pemerintah melalui bantuan dana 
yang diberikan ke setiap desa 
berupa dana untuk masyarakat yang 
membutuhkan modal guna 
pengembangan usaha yakni 
program PNPM. 
2. Persamaan : Sama-sama membahas 
mengenai keresahan dari hadirnya 
Renternir di tengah-tengah 
masyarakat 
3. Perbedaan : Dalam karya ilmiah ini 
yang menjadi objek penelitiannya 
adalah masyarakat dengan 
Lembaga BMT karena lembaga 
tersebut hadir sebagai faktor 
penghambat masyarakat untuk 
bertransaksi dengan renternir 
12 
 
     
Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
sedangkan dalam skripsi ini objek 
dari pembahasannya adalah 
masyarakat, wilayah setempat 
dengan si pemilik Bank Emok. 
 
2 Bank Keliling Pemburu 
Rente Dan Involusi Usaha 
Pedagang Pasar. Rahoyo, Rr 
Lulus Prapti NSS. (Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Semarang, Jurnal Majalah 
Ilmiah Solusi, 2019) 
 
1. Hasil : Hasil dari pembahasan 
tersebut diantaranya adalah : 
Pilihan para pedagang pasar dalam 
menggunakan jasa bank keliling 
pemburu rente dalam konteks 
situasi dan kondisi yang mereka 
hadapi adalah pilihan yang secara 
ekonomis rasional. Kemudian tidak 
ada alasan tunggal yang 
menjelaskan mengapa para 
pedagang pasar tersebut tetap 
memilih untuk menjadikan Bank 
Keliling Pemburu Rente tersebut 
sebagai alternatif permodalan 
sekalipun mereka menyadari bahwa 
tingkat bunga yang ditetapkan 
sangat tinggi. Meskipun demikian, 
tidak ditemukan fakta dan 
informasi empiris bahwa bunga 
Bank tersebut menyebabkan 
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Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
kemerosotan usaha sebagaimana 
yang dipersepsikan masyarakat saat 
ini. 
2. Persamaan : Sama-sama membahas 
mengenai sistem Renternir. 
3. Perbedaan : Objek dari 
penelitiannya berbeda dimana pada 
penelitian dari jurnal ini lebih fokus 
ditujukan kepada pedagang pasar 
yang bertransaksi untuk 
kelangsungan usahanya dan tidak 
ditinjau dari pandangan secara 
syariah yang pada akhirnya dalam 
pembahasan ini tidak terlalu 
mempermasalahkan tingginya 
bunga yang diterapkan Bank 
Keliling tersebut.  
3 Implementasi Metode 
“TATAP” dalam 
Meningkatkan Pengetahuan 
Literasi Keuangan Ibu 
Rumah Tangga.Uswatun 
Hasanah, Mirdat Silitonga, 
Teti Manullang. 
(Universitas Negeri Jakarta, 
Jurnal Penelitian 
 
1. Hasil : Hasil dari penelitan ini 
membuktikan bahwa dari data yang 
di dapat di lokasi yang menjadi 
objek penelitian menyatakan bahwa 
pendidikan ibu rumah tangga di 
Desa Segaran berada di tingkat 
pendidikan terndah (Sekolah 
Dasar) yang mengakibatkan 
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Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
Kesejahteraan Sosial, 2019) kebanyakan dari ibu rumah tangga 
tersebut tidak mengerti mengenai 
dampak melakukan pinjaman pada 
Bank Emok. Maka penulis karya 
tersebut menyatakan rendahnya 
literasi keuangan yang dimiliki oleh 
Ibu rumah tangga di Desa tersebut. 
Karenanya peneliti memberikan 
treatment berupa pelatihan literasi 
keuangan dengan menggunakan 
metode TATAP. Temuan lain dari 
penelitian ini ialah meningkatnya 
rata-rata literasi keuangan Ibu 
rumah tangga setelah diberikan 
pelatihan dengan menggunakan 
metode TATAP. 
2. Persamaan : Sama-sama 
menyinggung mengensi 
pembahasan Bank Emok yang 
memiliki dampak negatif sehingga 
berakibat pada keresahan 
masyarakat. 
3. Perbedaan : Fokus penelitian dalam 
jurnal ini lebih kepada penerapan 
dari metode pelatihan yang 
diciptakan oleh peneliti. 
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Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
4   Analisis Faktor Yang 
Mempengaruhi Masyarakat 
Muslim Menggunakan Jasa 
“Bank Emok” Di Desa 
Cilawi Kecamatan Sukatani 
Kabupaten Purwakarta. Lisa 
Dewi Anggraeni, M. Cahyo 
Sucipto, Siti Rohmat. 
(Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Syariah, Jurnal 
STIES Purwakarta 
(EKSISBANK-Ekonomi 
Syariah dan Bisnis 
Perbankan), 2020) 
 
1. Hasil :  Antusiasme masyarakat 
Desa Cilalawi yang tinggi terhadap 
penggunaan jasa Bank Emok 
membuat jumlah Bank Emok 
semakin bertambah setiap 
tahunnya. Faktor yang 
mempengaruhi terhadap 
penggunaan jasa tersebut 
diantaranya adalah internal dan 
ekternal. Faktor eksternalnya 
adalah budaya, sosial dan 
pemasaran. Sedangkan faktor 
internalnya adalah faktor pribadi 
yang terdiri dari faktor usia, 
pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 
hidup, kepribadian dan konsep diri. 
kemudian faktor psikologis seperti 
motivasi, persepsi, proses belajar, 
keyakinan dan sikap. 
4. Persamaan : Sama-sama membahas 
mengenai Bank Emok yang 
memiliki dampak negatif sehingga 
berakibat pada keresahan 
masyarakat. 
2. Perbedaan : Penelitian ini lebih 
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Penelusuran Studi Terdahulu 
No 
Judul Skripsi, Penulis, 
Institusi, Nama Jurnal, 
Tahun 
Hasil, Persamaan, Perbedaan 
fokus pada analisis faktor penyebab 
masyarakat lebih memilih 
menggunakan jasa Bank Emok. 
5  Kredit Renternir Dan 
Silaturahmi. Novita Rahayu 
Pratiwi, Maretha Ika 
Prajawati, Basir S. (Fakultas 
Ekonomi, UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, 
2021) 
1. Hasil : Hasil Penelitian ini 
menunjukan bahwa makna kredit 
pada renternir bagi masyarakat 
dilingkungan situs penelitian 
adalah modal usaha, wadah 
bersilaturahmi, saling meringankan 
antar anggota kredit, serta 
mengenai hukum riba pada kredit. 
5. Persamaan : Sama-sama membahas 
mengenai Bank Emok yang 
memiliki dampak negatif sehingga 
berakibat pada keresahan 
masyarakat. 
2. Perbedaan : Penelitian ini lebih 
fokus pada persepsi masyarakat 
yang menyatakan bahwa makna 
dari penggunaan jasa kredit pada 
renternir salah satunya itu adalah 





     
F. Kerangka Berfikir 
Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah berupa 
penalaran logis terhadap masalah yang ada berdasarkan teori-teori dan fakta di 
lapangan mengenai praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat 
Kampung Sukahurip terhadap suatu lembaga permodalan bernama PNM 
Mekaar yang mana masyarakat sendiri menyebutnya dengan istilah Bank 
Emok. Karena dari praktik tersebut rupanya memunculkan suatu permasalahan 
yang serius baik dari pandangan hukum Islam sebagaimana yang terkandung 
dalam dalil QS. Al Imran ayat 130 ataupun dari pandnagan hukum positif yang 
berlaku di Indonesia dikarenakan dampak negatif dari praktek tersebut yang 
sudah mulai memakan korban hingga merenggut nyawa seseorang.Maka dari 
itu, pentingnya memaparkan beberpa teori dan fakta dilapangan agar 
permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam karya ilmiah ini dapat 
terselesaikan dan dengan harapan akan memberikan solusi atas bermasalahan 
tersebut. 
Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah 
muamalah. Didalamnya membahas persoalan-persoalanhubungan antar 
seksama manusia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ajaran dan 
prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’am dan As-sunnah. Menurut 
Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi 
menyatakan bahwa muamalah dalam arti luas adalah peraturan-peraturan Allah 
yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga 
kepentingan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit, sebagaimana 
pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha bahwa muamalah adalah 
semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.9 
Untuk menghindari kemafsadatan dan kedzaliman terhadap setiap akad 
dalam bermuamlah, Islam telah mengaturnya dalam asas-asas bermuamalah, 
diantaranya : 
                                                 
9
 SN Arifin, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu (Studi kasus di Desa Bojong 
Kabupaten Tegal),  
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1. Asas Tabadulul Manafi’ 
Asas tabadulul manafi’ berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat 
harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang 
terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta’awun atau 
mu’awanah sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar 
individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi 
kebutuhannya masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 
2. Asas pemerataan 
Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 
muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh 
segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribisikan secara merata di 
antara masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Oleh karena itu 
dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan sebagainya.  
3. Asas ‘An Taradin atau suka sama suka 
Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau 
antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini 
dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, ataupun kerelaan 
dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan 
dan bentuk muamalat lainnya.  
2. Asas Adamul Gharar 
Asas adamul gaharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak 
boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu 
pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan 
hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi 
atau perikatan.  
3. Asas Al-Birr wa at-Taqwa 
Asas ini menekan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka 
sama suka ialah sepanjang bentuk muamlah dan pertukaran mafaat itu 
dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar seksama manusia untuk 
al-birr wa at-taqwa, yakni kebijakan dan ketaqwaan dalam berbagai 
bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan 
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kebijakan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebijakan 
dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 
4. Asas musyarokah  
Asas musyarokah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan 
musyarokah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan 
bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan 
masyarakat. Demikianlah uraian mengenai asas-asas dalam muamalah.10  
Dalam menjalan kehidupannya, manusia yang tak pernah terlepas 
dari permasalahan ekonomi tentunya harus berhati-hati pula dalam 
menjalankan kegiatan berekonominya. Kegiatan ekonomi merupakan salah 
satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang 
digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga 
menggunakan kaidah fiqih muamalah yang berbunyi “al-Ashlu fii al-
muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilan ‘ala tahrimiha” artinya adalah 
Hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya. Kidah tersebut memberi arti bahwa 
dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke duniawian, manusia 
diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa 
memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, seksamanya dan 
lingkungannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam hukum Islam. 
Ketika suatu kelompok akan mengadakan suatu perjanjian maka saat 
itu pula terjadilah sebuah akad, yakni suatu ikatan memberi dan menerima 
bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad 
disebut sebagai ukud. Sayid Sabiq mengemukakan pendapatnya mengenai 
pengertian akad secara bahasa, yakni :  
 العقد معناه الرابط والتفاق
“Akad berarti ikatan dan persetujuan” 
                                                 
10
 Juhaya S Praja, Filasafat Hukum Islam (Bandung : PT. Lathifah Press, 2009). Hlm 69-77 
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Kemudian pengertian akad menurut istilah fuqaha, dapar dirumuskan 
sebagai berikut : 
 ارتباط االجياب بقبول على وجه مشروع يثبت الت اضى
“Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenerkan syara’ yang 
karenanya timbulah beberapa hukum”.11 
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pinjam-meminjam adalah 
uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang 
lain.
12
 Dalam Islam pinjam-meminjam juga dikenal dengan istilah Qardh. 
Qardh dalam bahasa arab berasal dari kata : Qaradha yang sinonimnya 
Qatha’a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang 
memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada 
orang yang menerima utang (Debitur).
13
 Menurut Muhammad Syafi’i 
Antonia dalam bukunya mengatakan bahwa pinjam-meminjam adalah 
pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 
kembali dengan kata lain meninjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 
Dalam literatur fiqih klasik, pinjam-meminjam dikategorikan dalam 
aqd tathawwui akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.
14
 
Hukum pinjam-meminjam diperbolehkan selama tidak ada unsur yang     
merugikan salah satu pihak. Para ulama pun telah menyepakati bahwa 
pinjam-meninjam boleh dilakukan. Landasan positifnya pun terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan 
warisan hukum Belanda, pinjam-meinjam diatur dalam pasal 1754 yang 
berbunyi ; 
Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang lain 
denagn suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghasilkan karena 
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan 
                                                 
11
 Darmawati. H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, (Volume  No 2 Tahun 2018) 
12
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 
Pustaka. 1998), Cet. Ke 1, hlm 689 
13
    Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm. 273 
14
 Muhammad Syafi’i Antonia, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 
2001), hlm 131 
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 Dikarenakan dalam pinjam-meminjam selalu ada kaitannya dengan 
Riba dan dalam Islam stasus hukum dari Riba, maka akan dibahas pula 
mengenai riba yang ada dalam transaksi pinjam meminjam. Dalam 
literatur fiqih muamalah hal tersebut dikenal dengan istilah Riba Qardh. 
Perlu kita ketahui bahwa riba qardh hadir dikarenakan adanya perbedaaan 
sifat benda yang menjadi objek akad. Riba buyu’  tergolong sangat luas 
cakupannya,  karena tidak hanya mencakup benda yang sifatnya uang 
(nuqud/tsamaniyah), akan tetapi juga mencakup benda yang bersifat 
isti’mali serta istihlaki (konsumtif; yang habis sekali pakai). Sedangkan 
riba qardh itu hanya mencakup sebagiannya saja, yaitu objeknya hanya 
yang bersifat uang (nuqud/tsamaniyah).  
Karenanya, riba qardh hanya terjadi dalam pertukaran benda-benda 
sejenis yang sifatnya tsamaniyah (nuqud;uang). Abu Bakar al-Jashash 
mengatakan dalam kitab Ahkam Al-Qur’an bahwa riba qardh adalah riba 
jahiliyah, yakni riba yang dikenal dan diamalkan oleh masyarakat 
jahiliyah, dimana mereka meminjamkan dinar (dengan akad qardh)  yang 
harus dibayar pada waktu yang disepakati dan disepakati adanya tambahan 
dengan kadar  (persentase) tertentu atas dinar yang dipinjamkan. Secara 
teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 
secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. 
Dan kaitannya dengan kata bathil disini, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam 
kitabnya Ahkam Alquran menjelaskan :  
“Pengertian Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang 
dimaksud riba dalam ayat Alquran ialah setiap penambahan yang 
diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang 
yang dibenarkan oleh syariah. ” 
                                                 
15
 R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, edisi revisi, cet. Ke-27 
(Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451 
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Dari teori-teori tersebut jelaslah bahwa status riba itu haram, 
seperti yang dijelaskan dalam QS. Al- Imran ayat 130 yang berbunyi : 
 يا يها الذين امنوا َلتأ كلواالربوااضعافامضعفة وتقواا هلل لعلكم تفلحون
Artinya :  Orang-orang  yang beriman dilarang memakan riba 
dengan berlipat ganda, dan bertawakalah kepada Allah agar kalian 
beruntung. 
 Wahbah Zauhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menafsirkan 
kalimat اضعافامضعفة adalah penambahan pada harta ketika jatuh tempo 
dan mengakhirkan penagihan. Dari kalimat tersebut muncul suatu 
persoalan dimana terdapat suatu kaum yang berlindung pada halimat ini 
dengan mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang 
berlipat ganda, sedangkan bunga yang sebesar emapat, lima, enam, hingga 
tujuh persen itu tidak termasuk riba tang berlipat ganda dan tidak termasuk 
kedalam kriteria riba yang diharamkan.  
Namun pada akhirnya hal tersebut terbantahkan dengan nash yang 
terdapat dalam Q  S Al-Baqarah ayat 278 yang mengharamkan riba secra 
mendasar dengan tanpa menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, 
“Tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)” bagaimanapun 
modelnya.Terlepas dari pernyataan-pernyataan diatas, pada akhirnya suatu 
teori perlu penyesuaian dengan fakta di lapangan. Dengan pernyataan 
tersebut diharapkan akan sangat membantu dalam menjawab 
permasalahan-permasalah yang diangkan oleh peneliti dalam penelitian 
ini. 
 
G. Langkah-Langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Studi Kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si  metode 
Studi Kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
intensif, rinci dan mendalam tentang suatu program, sekelompok orang, 
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lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam 
tentang peristiwa tersebut. Sehingga pada umumnya target dari penelitian 
ini adalah hal yang aktual (Real-Life) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah 
terlewati atau masa lampau.  Studi Kasus sering digunakan sebagai metode 
penelitian pada berbagai bidang kajian, banyak para mahasiswa yang 
menggunakannnya untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas 
akhir dalam perkuliahannya. Hal itu ditujukan agar dapat menghasilkan 
hasil kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.16  
2. Jenis Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif  
dari hasil wawancara terkait  hal-hal yang berkaitan dengan : 
a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pinjaman kredit dengan 
sistem Tanggung Renteng  apabila salah satu dari anggotanya 
melakukan wanprestasi.  
b. Apakah bunga yang diterapkan oleh Permodalan Nasional Madani 
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) termasuk 
kategori Riba meskipun dengan pinjaman produktif. 
c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kedudukan pemberian 
kredit pinjaman yang hanya dikhususkan bagi nasabah perempuan. 
3. Sumber Data 
 Sumber data terbagi tiga : 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan 
langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini yang 
dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang dihasilkan 
melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang 
terlibat dalam transaksi pinjam-meninjam (Nasabah dan Pihak PNM 
                                                 
16






     
Mekaar) serta pemerintah setempat atau tokoh agama. Data yang 
diambil adalah data-data yang diambil langsung dari objek penelitian. 
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan 
langsung namun berhubungan erat dengan pokok permasalahan. 
Sumber sekunder bisa berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, atau 
karya-karya lainnya. Data yang diambil adalah data yang berkaitan 
dengan tema atau teori yang diteliti. 
3. Sumber data tertier, berupa kamus atau ensiklopedi. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam 
mengumpulkan data sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang 
digunakan dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kepustakaan 
Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, penyusun 
berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang 
memiliki keterkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan 
diteliti.  
b. Observasi 
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap 
objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung 
lokasi untuk mengamati bagaimana pelaksanaan transaksi pinjam-
meminjam yang dilakukan masyarakat Kampung Sukahurip Desa 
Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola 
deokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang 
dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang 
berhubungan dengan penyusunan. 
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Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya 
jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian 
atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut 
dilakukan oleh dua belah pihak. Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara kepada kedua belah pihak, yakni kepada warga 
masyarakat Kampung Sukahurip selaku Nasabah dan pihak PNM 
Mekaar serta kepada pemerintah setempat dan tokoh agama setempat. 
Adapun pertanyaan yang diajukan lebih mengarah kepada sistem apa 
yang diterapkan pihak PNM Mekar dalam transaksi peminjaman 
modal tersebut, kemudian mengenai bagaimana mekanismenya, 
persyaratannya, dan hal-hal lain yang dibutuhkan penulis untuk 
mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. 
5. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis  
data yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, kuesioner, 
observasi dan dokumentasi seperti rekaman video atau audio dengan cara 
mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, 
serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis 
kualitatif memiliki empat tahapan yaitu : 
1) Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang akan digunakan 
sebagai bahan penelitian. 
2) Reduksi  Data 
Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, penggolongan, dan 
membuang data yang tidak diperlukan sehingga dapat menjadi sebuah 
informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan 
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kesimpulan. Atau tahapan ini juga bida disebut sebagai tahapan untuk 
dapat memilih data agar data yang di sajikan hanya data yang nantinya 
akan relevan dengan tujuan ahkir dari penelitian. 
3) Penyajian Data 
Penyajian data merupakan proses dimana setiap data yang diperoleh 
disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga 
memungkinkan menghasilkan suatu kesimpulan. Bentuk penyajiannya 
dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. 
Melalui penyajian data tersebut nantinya data akan terorganisasikan 
dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 
untuk dipahami.  
4) Penarikan Kesimpulan 
Proses penarikan kesimpulan ini adalah tahap akhir dalam teknik 
analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi 
data dan tetap megacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. 
Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 
dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik 
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 
